
WALIKOTABUKITTINGGI

Bukittinggi, Februari
2020

KepadaYth:
Sdr.KepalaSKPDseKota

Bukittinggi
di

BUKITTINGGI

SURATEDARAN

Nomor:476.2/103/DP3APPKB/II/2020

TENTANG
PEDOMANPELAKSANAANRENCANAAKSIDAERAHPENGARUSUTAMAAN

GENDER
PEMERINTAHANKOTABUKITTINGGITAHUN2020

BerdasarkanPeraturanMenteriDalam NegeriNomor15Tahun2008Tentang

PedomanUmum PelaksanaanPengarusutamaanGenderDiDaerahdanSuratEdaran

Gubernur Sumatera Barat Nomor. 050/57/I//Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi

PemerintahKab/Kotase-SumateraBaratTahun2020, dapatdisampaikankepada

Saudarasebagaiberikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan

masyarakatdidaerahperludilakukanpeningkatanpengintegrasiangendermelalui

penguatankelembagaan,perencanaan,penyusunan,pelaksanaan,penganggaran,

pemantauan,danevaluasiataskebijakan,program,dankegiatanyangresponsif

gender.

2. Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan (Bapelitbang)Kota Bukittinggidiamanatkan untuk membentuk

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender(Pokja PUG)yang beranggotakan

seluruh Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD)Kota Bukittinggiyang

diketuaioleh Kepala Bappelitbang dan Sekretaris yakniKepala Pemberdayaan

Perempuan,PerlindunganAnakPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana

(P3APPKB).

3. Guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja

PengarusutamaanGenderKotaBukittinggiTahun2020mengacupadaRencana

AksiDaerahPengarusutamaanGender(RANDAPUG)Kabupaten/KotaTahun2020

dengan menggunakan matrik Format8 (delapan)kolom (F8K)sebagaimana

terlampirpadasuratedaranini.

4. SubstansidantargetRencanaAksisebagaimanapoint3tersebutdiberlakukan
secaraseragam dalam pelaksanaannyauntukseluruhSKPD seKotaBukittinggi
tanpaterkecuali.



5. DinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnakPengendalianPendudukdan
KeluargaBerencanaKotaBukittinggibertanggungjawabsecarapenuhuntuk:

a.memantau dan memastikan Satuan Kerja PerangkatDaerah yang terlibat
sebagaipelaksanaAksiRANDAPUGuntukmelaksanakanAksisesuaidengan
lampiransuratedaranini.

b. mengumpulkandanmelakukanverifikasiterhadapdatadukungmasing-masing

ukurankeberhasilanpadapelaporanBulanKetiga(B03),BulanKeenam (B06),

BulanKesembilan(B09)danBulanKeduabelas(B12)yangdilaksanakanoleh

Satuan Kerja PerangkatDaerah selaku Pelaksana Aksi,untuk memastikan

kesesuaianlaporandandatadukungyangakandilaporkansebelum diunggahke

dalam aplikasisistem monitoringdanevaluasiKantorStafPresiden.

6. BappelitbangKotaBukittinggi selakupemegangusernamedanpasswordpada

aplikasiSistem MonitoringdanEvaluasiKantorStafPresiden,bertanggungjawab

untukmenyampaikanpelaporanpadamasing-masingukurankeberhasilanpada

masapelaporanB03(BulanKetiga),B06(BulanKeenam),B09(BulanKesembilan)

dan B12 (Bulan Kedua belas) pada semua Aksi pada website :

https://serambi.ksp.go.id,denganperiodewaktupenyampaianpelaporansebagai

berikut:

a.PeriodeB03:Bukapadapukul00.00WIBtanggal28Maret2020

Tutuppadapukul23.59WIBtanggal5April2020

b.PeriodeB06:Bukapadapukul00.00WIBtanggal28Juni2020

Tutuppadapukul23.59WIBtanggal5Juli2020

c.PeriodeB09:Bukapadapukul00.00WIBtanggal28September

2020

Tutuppadapukul23.59WIBtanggal5Oktober2020

d.PeriodeB12:Bukapadapukul00.00WIBtanggal28Desember
2020

Tutuppadapukul23.59WIBtanggal5Januari2021

7.BadanKeuanganDaerah:

1.MemantauRKAsudahmemprogramkanPengarusutamaanGenderpadamasing

masingSKPD

2.Memastikan bahwa pada DPA SKPD sudah menganggarkan program yang

berkaitandenganPengarusutamaanGender(PPRG).

8.Inspektorat

1.ReviewterhadapimplementasiPerencanaandan PenganggaranyangResponsif

Gender

-PenyusunaninstrumenreviewimplementasiPPRG

-ReviewterhdpimplementasiPPRGperiodeJanuari–Maret

-ReviewterhdpimplementasiPPRGperiodeApril-Juni

-ReviewterhdpimplementasiPPRGperiodeJuli-Sept

-ReviewterhdpimplementasiPPRGperiodeOkt–Des

2.TersusunnyarekomendasiterkaitimplementasiPPRGyang disampaikankepada

KepalaDaerah,dengantembusanpadaKetuadanSekretarisPokjaPUG.

9.SatuanKerjaPerangkatDaerahKotaBukittinggi



1.Mendukung/melaksanakan/memasukkanprogram PengarusutamaanGender

padaprogram/kegiatandiSKPD

2.MembuatGAP (GenderAnalysis Pathway)dan GBS (GenderBudget

Statement)yangtercantum dalam RencanaKerjadanPenyusunanRKASKPD

(Minimal2kegiatandisetiapSKPD).

3.Mengatifkandanmamantaupelaksanaantugas FocalPointPUG padaSKPD

yangbersangkutan

10. Selainitu,Tim PPRGKotaBukittinggiakanmelakukanpemantauanuntukmelihat

kesesuaian laporan yang disampaikan dengan targetyang telah dicapaioleh

PemerintahKotaBukittinggiyangtelahtercantum padamasing-masingRANDA

PUG setelah dilaksanakannya verifikasipada periode pelaporan sebagaimana

point6diatas.

11. GunapengendaliandanevaluasiterhadappelaksanaanRANDAPUG,makasecara

berkalaakandilaksanakanRapatKoordinasiantaraTim PenggerakPPRG Kota

Bukittinggipadaperiodesebelum dansetelahmasapenyampaiandanverifikasi

laporan.

12. InformasilebihlanjutterkaitdenganpelaksanaanRANDAPUG KotaBukittinggi

untuk Tahun 2020 dapat menghubungiBappeda Kota BukitttinggiBidang

PembangunanManusiadanMasyarakatselakuSekretariatPPRGKotaBukittinggi

atau Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

PendudukdanKeluargaBerencanaKotaBukittinggiBidang Pengarusutamaan

Gender.

Demikiandisampaikan,untukmenjadiperhatiandandapatdilaksanakandengan
penuhtanggungjawab,terimakasih.

Tembusan,disampaikankepadaYth:
- BapakGubernurSumateraBaratdiPadang(sebagailaporan)





RENCANAAKSIDAERAHPENGARUSUTAMAANGENDERKOTABUKITTINGGITAHUN2020

RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8

MENINGKATNYAKOMITMENDALAM IMPLEMENTASIPENGARUSUTAMAANGENDERDALAM PEMBANGUNANDAERAH

Tersedianyakebijakanyangresponsifgenderdalam pelaksanaanpembangunandaerah

Invetarisasi
Kebijakan
Kabupaten/Kota
yangresponsif
genderyang
ditetapkandalam
periode2015-
2019

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB
SKPD

Terwujudnya
harmonisasi dan
kebijakan
responsif gender
yang
terimplementasi
denganbaik

Terinventarisasin
ya serta
terkumpulnya
kebijakan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
yang responsif
gender periode
2015-2019 yang
dipublikasikan
pada website
Pemerintah
Daerah

B03:
Terinventarisasinyaserta
terkumpulnya
kebijakan/regulasitingkat
Kabupaten/Kotayang
responsivegenderperiode
2015-2019..

B03:
Scanrekapitulasi/daftarinventarisasi
kebijakan/regulasitingkat
Kabupaten/Kotayangresponsive
genderperiode2015-2019

B06:
Dipublikasikannya
kebijakan/regulasi
Kabupaten/Kota yang
responsive gender periode
2015-2019 ditetapkan dalam
Jaringan Dokumentasi dan
InformasiHukum (JDIH)pada
website Pemerintah
Kabupaten/Kota

B06:
Scanlinkspublikasikebijakan/regulasi
Kabupaten/Kotayangresponsive
genderperiode2015-2019pada
JaringanDokumentasidanInformasi
Hukum (JDIH)padawebsite
PemerintahKabupaten/Kota

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-

Penetapan
kebijakantentang
Pengarusutamaan
Gender

Pemerintah
KotaBukittinggi

Dinas
P3APPKB
Dinas
Kominfo

Tersedianya
kebijakandan
dasarhukum
dalam pelaksanaan
pembangunan
daerahyang
responsifgender
dandipedomani
olehseluruh
stakeholder

Ditetapkannya
Kebijakan
tentangPUG
dalam bentuk
PeraturanKepala
Daerah/Instruksi
Kepala
Daerah/Surat
EdaranKepala
Daerahyang

B03:
Tersusunnyarancangan
kebijakantentangPUG
(PeraturanKepala
Daerah/InstruksiKepala
Daerah/SuratEdaranKepala
Daerah)

B03:
Scanrancangankebijakantentang
PUG(Kebijakandapatberupa
PeraturanKepalaDaerah/Instruksi
KepalaDaerah/SuratEdaranKepala
Daerah)

B06:
6.Ditetapkannyakebijakan

tentangPUG(Peraturan

B06:
1.ScankebijakantentangPUG yang

telahditetapkan(PeraturanKepala



diketahuioleh
seluruh
stakeholder

KepalaDaerah/Instruksi
KepalaDaerah/SuratEdaran
KepalaDaerah)

7.Sosialisasi/Advokasi
kebijakantentangPUG yang
telahditetapkanmelaluisurat
atau media massa atau
seminar/sosialisasi

Daerah/Instruksi Kepala
Daerah/Surat Edaran Kepala
Daerah)yangtelahtermuatNomor,
Tanggal, Tandatangan Kepala
DaerahdanStempelKepalaDaerah.

2.Scan data dukung pelaksanaan
Sosialisasi/Advokasisepertisurat
atau kliping koran/rekaman
video/dokumentasi(bila dilakukan
melaluimediamassaberupamedia
cetakataumediaelektronik)atau
seminar/sosialisasi(dengan data
dukung suratundangan,absensi,
notulendandokumentasi)

B09:
Publikasikebijakantentang
PUGyangtelahditetapkan
dalam JaringanDokumentasi
danInformasiHukum (JDIH)
padawebsitePemerintah
Kabupaten/Kota.

B09:
Scanlinkpublikasikebijakantentang
PUGyangtelahditetapkandalam
JaringanDokumentasidanInformasi
Hukum (JDIH)padawebsite
PemerintahKabupaten/Kota.

B12:
-

B12:
-

Penetapanrencana
pencapaianPUG
yangdisahkan
denganKeputusan
KepalaDaerah

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB
BagianHukum

Tersediannyatolak
ukurpencapaian
kinerjaPUG
sebagaipedoman
pelaksanaan
kegiatandi
Kabupaten/Kota

Ditetapkannya
Keputusan
KepalaDaerah
tentangRencana
pencapaianPUG
ditingkat
Kabupaten/Kota

B03:
1.Tersusunnya rancangan

Keputusan Kepala Daerah
tentangRencanaPencapaian
PUG

2.Ditetapkannyarencana
pencapaianPUGyang
disahkandenganKeputusan
KepalaDaerah

B03:
1.ScanrancanganKeputusanKepala

Daerah tentang Rencana
PencapaianPUG

2.ScanKeputusanKepalaDaerah
tentangrencanapencapaianPUG
(telahmemuatNomorKeputusan,
tanggalditetapkan,tandatangan
KepalaDaerahdanStempel)

B06:
-

B06:
-

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-



RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

Penyusunan
Rancangan
Teknokratik
RPJMD yangtelah
memuat hal-hal
tentangkesetaraan
gender (bagi
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
yang
melaksanakan
PemilihanKDHdan
WKDH serentak
Tahun2020)

Pemerintah
KotaBukittinggi

Badan
Perencanaan,
Penelitiandan
Pengembanga
n

BagianHukum

Terakomodirnya
isusertakebijakan
yang responsif
gender dalam
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Tersusunnya
rancangan
tekonokratik
RPJMD
Kabupaten/Kota
yang telah
mengamodirhal-
hal tentang
kesetaraan
Gender

B03:
1.Ditetapkannya Keputusan

Kepala Daerah tentang Tim
PenyusunanRPJMD

2.OrientasitentangRPJMD
3.Penyusunanagendakerjatim

penyusunRPJMD

B03:
1.Scan Keputusan Kepala Daerah

tentangTim PenyusunanRPJMD
2.Scan data dukung pelaksanaan

Orientasitentang RPJMD berupa
suratundangan,notulen,absensi
dandokumentasi

3.Scan agenda kerja tim penyusun
RPJMD

B06:
Penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan
DaerahberdasarkanSIPD

B06:
Scandaftardatadaninformasi
perencanaanpembangunanDaerah
berdasarkanSIPDyangdigunakan
padapenyusunanRancanganRPJMD

B09:
Penyusunan rancangan
teknokratik RPJMD, yang
memuatsubtansi:
1.Tercantumnya PUG sebagai

salahdasarhukum diBABI
Pendahuluan

2.Tersedianya Data terpilah
menurutjenis kelamin dan
dataresponsifgenderlainnya
dalam BAB II Gambaran
Umum KondisiDaerah

3.Terakomodirnya
permasalahandanisugender
dalam isu-isu strategis
daerah pada BAB IV
Permasalahan Dan Isu-Isu
Strategis

B09:
1.Scan BAB I Pendahuluan yang

memuatPUG sebagaisalahdasar
hukum

2.Scan BAB II Gambaran Umum
KondisiDaerah yangmemuatData
terpilahmenurutjeniskelamindan
dataresponsifgenderlainnya

3.BAB IV PermasalahanDanIsu-Isu
Strategis yang memuat
permasalahan dan isu gender
dalam isu-isustrategisdaerah

B12:
Penyempurnaan Rancangan
Teknokratik RPJMD, yang
memuatsubstansi:
1.Tercantumnya PUG sebagai

B12:
1.Scan BAB I Pendahuluan yang

memuatPUG sebagaisalahdasar
hukum

2.Scan BAB II Gambaran Umum



RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

salahdasarhukum diBABI
Pendahuluan

2.Tersedianya Data terpilah
menurutjenis kelamin dan
dataresponsifgenderlainnya
dalam BAB II Gambaran
Umum KondisiDaerah

3.Terakomodirnya
permasalahandanisugender
dalam isu-isu strategis
daerah pada BAB IV
Permasalahan Dan Isu-Isu
Strategis

KondisiDaerah yangmemuatData
terpilahmenurutjeniskelamindan
dataresponsifgenderlainnya

3.BAB IV PermasalahanDanIsu-Isu
Strategis yang memuat
permasalahan dan isu gender
dalam

Penyusunan
Rencana Kerja
Pemerintahan
Daerah (RKPD)
Tahun 2021 yang
telah memuathal-
hal tentang
kesetaraangender

Pemerintah
KotaBukittinggi

Badan
Perencanaan
Penelitiandan
Pengembanga
n

Terakomodirnya
isusertakebijakan
yang responsif
gender dalam
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Ditetapkannya
dokumen RKPD
Kabupaten/Kota
Tahun2021yang
telah
mengamodirhal-
hal tentang
kesetaraan
Gender

B03:
1.Ditetapkannya Keputusan

Kepala Daerah tentang Tim
penyusunanRKPD

2.OrientasitentangRKPD.
3.Penyusunanagendakerjatim

penyusunRKPD
4.Penyiapan data dan

informasi perencanaan
pembangunan Daerah
berdasarkanSIPD

B03:
1.Scan Keputusan Kepala Daerah

tentangTim PenyusunanRKPD
2.Scan data dukung pelaksanaan

Orientasi tentang RKPD berupa
suratundangan,notulen,absensi
dandokumentasi

3.Scan agenda kerja tim penyusun
RKPD

4.Scan daftar data dan informasi
perencanaanpembangunanDaerah
berdasarkanSIPD yangdigunakan
padapenyusunanRKPD

B06:
Rancangan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2021,
yangmemuatsubstansi:
1.Tercantumnya PUG sebagai

salahdasarhukum diBABI
Pendahuluan

2.Tersedianya Data terpilah
menurutjenis kelamin dan
dataresponsifgenderlainnya
dalam BAB II Gambaran

B06:
1.Scan BAB I Pendahuluan yang

mencantumkanPUGsebagaisalah
dasarhukum

2.Scan BAB II Gambaran Umum
KondisiDaerahyangmemuatData
terpilahmenurutjeniskelamindan
dataresponsifgenderlainnya

3.ScanBABIVSasarandanPrioritas
Pembangunan Daerah yang
memuatisugenderdalam sasaran



RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

Umum KondisiDaerah
3.Tercantumnya isu gender

dalam sasaranpembangunan
pada BAB IV Sasaran dan
Prioritas Pembangunan
Daerah

4.Tersedianya program dan
kegiatanterkaitpenanganan
isu gender pada BAB V
Rencana Kerja dan
PendanaanDaerah

5.TersedianyaIndikatorkinerja
sebagai acuan dalam
pembangunanyangresponsif
genderdalam BabVI.Kinerja
Penyelenggaraan
PemerintahanDaerah

pembangunan
4.Scan BAB V Rencana Kerja dan

Pendanaan Daerah yang memuat
program dan kegiatan terkait
penangananisugender

5.Scan Bab VI. Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang memuat Indikator
kinerja sebagai acuan dalam
pembangunan yang responsif
gender

B09:
Ditetapkannya Peraturan
Kepala Daerah tentang RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2021,
yangmemuatsubstansi:
1.Tercantumnya PUG sebagai

salahdasarhukum diBABI
Pendahuluan

2.TersedianyaDataterpilah
menurutjeniskelamindan
dataresponsifgenderlainnya
dalam BABIIGambaran
Umum KondisiDaerah

3.Tercantumnyaisugender
dalam sasaranpembangunan
padaBABIVSasarandan
PrioritasPembangunan
Daerah

4.Tersedianyaprogram dan
kegiatanterkaitpenanganan

B09:
1.Scan Peraturan Kepala Daerah

tentang RKPD Kabupaten/Kota
Tahun2021

2.Scan BAB I Pendahuluan yang
mencantumkanPUGsebagaisalah
dasarhukum

3.Scan BAB II Gambaran Umum
KondisiDaerahyangmemuatData
terpilahmenurutjeniskelamindan
dataresponsifgenderlainnya

4.ScanBABIVSasarandanPrioritas
Pembangunan Daerah yang
memuatisugenderdalam sasaran
pembangunan

5.Scan BAB V Rencana Kerja dan
Pendanaan Daerah yang memuat
program dan kegiatan terkait
penangananisugender

6.Scan Bab VI. Kinerja



RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

isugenderpadaBABV
RencanaKerjadan
PendanaanDaerah

5.TersedianyaIndikatorkinerja
sebagaiacuandalam
pembangunanyangresponsif
genderdalam BabVI.Kinerja
Penyelenggaraan
PemerintahanDaerah

Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang memuat Indikator
kinerja sebagai acuan dalam
pembangunan yang responsif
gender

B12:
-

B12:
-

PENGUATANKELEMBAGAANPUG

Terbentuknyawadahkonsultasibagipelaksanadanpenggerakpengarustamaangenderdariberbagaiinstansi/lembagadiProvinsidanKabupaten/Kota
Pembentukan
Kelembagaan
Kelompok Kerja
Pengarusutamaan
Gender (Pokja
PUG)
Kabupaten/Kota
denganmelibatkan
SKPD, Instansi
vertikal dan
Lembaga
Masyarakat/unsur
Akademisi/Perguru
an Tinggi/Dunia
Usaha

Pemerintah
KotaBukittinggi

Badan
Perencanaan
Penelitiandan
Pengembanga
n

Terbentuknya
wadah konsultasi
bagipelaksanadan
penggerak
pengarustamaan
gender dari
berbagai
stakeholder di
Kabupaten/Kota

Ditetapkannya
Keputusan
Kepala Daerah
tentang
Pembentukan
Pokja PUG di
Kabupaten/Kota

B03:
1.Permintaan Nama Tim /

PersonelAnggotaPokjaPUG
kepada SKPD Instansi
Vertikal dan Lembaga
Masyarakat/unsur
akademisi/Perguruan
Tinggi/DuniaUsaha

2.Penyusunan dan Penetapan
Keputusan Kepala Daerah
tentang Pembentukan Pokja
PUG Kabupaten/Kota,yang
terdiri dari SKPD,Instansi
Vertikal dan Lembaga
Masyarakat/unsur
akademisi/Perguruan
Tinggi/DuniaUsaha

B03:
1.ScansuratpermintaannamaTim /

Personel Anggota Pokja PUG
kepadaSKPD,InstansiVertikaldan
Lembaga Masyarakat/unsur
akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia
Usaha

2.Scan Keputusan Kepala Daerah
tentang Pembentukan Pokja PUG
Kabupaten/Kota,yang terdiridari
SKPD Instansi Vertikal dan
Lembaga Masyarakat/unsur
akademisi/PerguruanTinggi/Dunia
Usaha

B06:
-

B06:
-

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-



RENCANAAKSI
PENANGGUNG

JAWAB
INSTANSI
TERKAIT

KRITERIA
KEBERHASILAN

UKURAN
KEBERHASILAN

UKURANKEBERHASILAN
B03,B06,B09,B12

%
CAPAIAN

DATADUKUNG

Pembentukan
FocalPoint pada
seluruh OPD
Kabupaten/Kota
denganmelibatkan
OPD
Kabupaten/Kota,
Instansi vertikal
dan Lembaga
Masyarakat/unsur
Akademisi/Perguru
an Tinggi/Dunia
Usaha

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB
SKPD

Terlaksananya
Pengarusutamaan
Genderdimasing-
masingunitKerja

Ditetapkannya
Keputusan
Kepala OPD
tentang
Penetapan
Anggota Focal
Point di Kota
Bukittinggi

B03:
Penyusunan dan penetapan
Keputusan Kepala Daerah
tentang Penetapan Anggota
FocalPoint yang melibatkan
SKPD,Instansi vertikal dan
Lembaga Masyarakat/ unsur
Akademisi/ Perguruan
Tinggi/DuniaUsaha

B03:
Scan Keputusan Kepala Daerah
tentang Penetapan Anggota Focal
Point didiKabupaten/Kota yang
melibatkan SKPD Kabupaten/Kota,
Instansi vertikal dan Lembaga
Masyarakat/ unsur Akademisi/
PerguruanTinggi/DuniaUsaha

B06:
-

B06:
-

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-

Pembentukan
Forum Koordinasi
Lembaga
Masyarakat
Partisipasi Publik
Untuk
Kesejahteraan
Perempuan dan
Anak(PUSPA)

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB Terwujudnya
Forum Koordinasi
yang partisipatif
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
perempuan dan
anak

Ditetapkannya
Keputusan
Kepala Daerah
tentang Forum
Koordinasi
Lembaga
Masyarakat
PartisipasiPublik
Untuk
Kesejahteraan
Perempuan dan
Anak(PUSPA)

B03:
Permintaan nama/usulan
personil untuk Forum
Koordinasi Lembaga
Masyarakat PartisipasiPublik
Untuk Kesejahteraan
PerempuandanAnak(PUSPA)

B03:
Scan suratpermintaan nama/usulan
personiluntuk pembentukan Forum
Koordinasi Lembaga Masyarakat
PartisipasiPublikUntukKesejahteraan
PerempuandanAnak(PUSPA)

B06:
1.Penyusunan rancangan

Keputusan Kepala Daerah
tentang Forum Koordinasi
Lembaga Masyarakat
Partisipasi Publik Untuk
Kesejahteraan Perempuan
danAnak(PUSPA).

2.PenetapanKeputusanKepala
Daerah tentang Forum
Koordinasi Lembaga
MasyarakatPartisipasiPublik
Untuk Kesejahteraan
Perempuan dan Anak
(PUSPA)

B06:
1.ScanrancanganKeputusanKepala

Daerah tentang Forum Koordinasi
Lembaga Masyarakat Partisipasi
Publik Untuk Kesejahteraan
PerempuandanAnak(PUSPA)

2.Scan Keputusan Kepala Daerah
tentangForum KoordinasiLembaga
MasyarakatPartisipasiPublikUntuk
Kesejahteraan Perempuan dan
Anak(PUSPA)
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B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-

Penetapan
Rencana Kerja
PokjaPUG

Pemerintah
KotaBukittinggi

Badan
Perencanaan
Penelitiandan
Pengembanga
n

Terwujudnya Pola
Kerja Pokja PUG
yang aktif,terukur
dan terjadwal
denganbaik

Ditetapkannya
Program Kerja
Tahunan

B03:
Penyusunan dan penetapan
RencanaKerjaPokjaPUG

B03:
Scan Rencana Kerja Pokja PUG
Kabupaten/Kotayang ditandatangani
minimalolehKetuaPokjaPUG

B06:
-

B06:
-

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-

SOSIALISASIPENGARUSUTAMAANGENDER

TerimplementasinyaPengarusutamaanGenderdalam penyelenggaraanpembangunandaerah
Promosi dan
Advokasi
Pengarusutamaan
Gender pada Tim
Anggaran
PemerintahDaerah
(TAPD) dan
Jejaring (DPRD,
Instansi vertikal,
danOrmas)

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB TAPD danJejaring
(DPRD, Instansi
vertikal, dan
Ormas)
memahami
strategi yang
dibangun untuk
mengintegrasikan
gender dalam
setiappelaksanaan
tugasdanfungsi

1.Terlaksananya
Promosi dan
advokasi
pengatusutam
aan gender
pada TAPD
dan Jejaring
(DPRD,
Instansi
vertikal, dan
Ormas)

2.Tersedianya
mediapromosi
dan advokasi
melalui
banner/spand
uk/leaflet/bros
ur/media
promosi
lainnya

B03:
Penyusunan konsep promosi
dan advokasi
PengarusutamaanGender

B03:
Scan konsep promosidan advokasi
pengarusutamaangenderolehKetua
dan Sekretaris Pokja PUG dapat
berupaTORatauKAKsosialisasi

B06:
Promosi dan advokasi
Pengarusutamaan Gender
padaTAPDdanJejaring(DPRD,
Instansivertikal,danOrmas)

B06:
Scanbuktipelaksanaanpromosidan
advokasiyang dilakukan antara lain
undangan, absensi, notulen dan
dokumentasi

B09:
Tersedianya media promosi
dan advokasi melalui
banner/spanduk/leaflet/brosur/
mediapromosilainnya

B09:
Scandokumentasimediapromosidan
advokasi melalui
banner/spanduk/leaflet/brosur/media
promosilainnya

B12:
PenyusunanLaporan/Prosiding
pelaksanaan SosialisasiPokja
PUG

B12:
ScanLaporan/Prosidingpelaksanaan
SosialisasiPokjaPUG
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IMPLEMENTASIPERENCANAANDANPENGANGGARANYANGRESPONSIFGENDER(PPRG)

PengintegrasianGenderdalam Program PembangunangunaMewujudkanKesetaraanGenderdiberbagaibidangpembangunandidaerah
Pembentukan Tim
Penggerak/Driver
PPRG
Kabupaten/Kota

Pemerintah
KotaBukittinggi

Badan
Perencanaan
Penelitiandan
Pengembanga
n

Terwujudnya
pelaksanaan
Perencanaan dan
Penganggaran
yang Responsif
Gender di
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
sosialisasi
pengatusutamaa
n gender pada
seluruh unit
kerja/OPD
Kabupaten/Kota

B03:
1. PermintaanNamaPersonel

Tim Penggerak/Driver
PPRGdariSKPD

2. Penyusunan rancangan
Keputusan Kepala Daerah
tentangPenetapanTim Tim
Penggerak/Driver PPRG
Kabupaten/Kota

3. Ditetapkannya Tim Tim
Penggerak/Driver PPRG
Kabupaten/Kota oleh
KeputusanKepalaDaerah

4. Sosialisasi pelaksanaan
Tugas Tim Tim
Penggerak/Driver PPRG
Kabupaten/Kota yang
dipimpin oleh Pelaksana
Harian (Asisten Bidang
Kesra)

5. Pelatihan Tim
Penggerak/DriverPPRG

B03:
1.Scan surat permintaan nama

Personel Tim Penggerak/Driver
PPRGdariSKPD

2.ScanrancanganKeputusanKepala
Daerah tentang Penetapan Tim
Penggerak/Driver PPRG
Kabupaten/Kota (yang telah
dikoreskiolehBagianHukum)

3.Scan Keputusan Kepala Daerah
tentang Penetapan Tim
Penggerak/DriverPPRGPemerintah
Kabupaten/Kota

4.Scanbuktipelaksanaansosialisasi
pelaksanaan Tugas Tim
Penggerak/DriverPPRGPemerintah
Kabupaten/Kotayangdipimpinoleh
PelaksanaHarian (AsistenBidang
Kesra) antara lain undangan,
absensi,notulendandokumentasi

5.Scan buktipelaksanaan pelatihan
Tim Penggerak/Driver PPRG
Kabupaten/Kota antara lain
undangan, absensi, notulen dan
dokumentasi

B06:
-

B06:
-

B09:
-

B09:
-

B12:
-

B12:
-

PublikasiProfil
Gender
Kabupaten/Kota

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB Tersedianya
informasi/data
yangterpilah
antaralaki-lakidan

Terpubliksasinya
ProfilGender
Kabupaten/Kota
padawebsite

B03:
1.PublikasiProfilGender

Kabupaten/KotaTahun
sebelumnyapadawebsite

B03:
1.ScanlinkProfilGender

Kabupaten/KotaTahunsebelumnya
padawebsitepemerintahdaerah
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perempuandalam
dokumendata
daerah

daerah PemerintahDaerah
2.Pembentukandanpenetapan

Forum/PokjaDataGender
danAnakdenganKeputusan
KepalaDaerah

3.Inventarisasidata/informasi
yangakandipublikasikan
dalam profilgender
Kabupaten/Kota

disertaidenganprintscreenprofil
genderyangdipublikasikan

2.ScanKeputusanKepalaDaerah
tentangPembentukandan
penetapanForum/PokjaData
GenderdanAnak

3.Scandaftarinventarisasi
data/informasiyangakan
dipublikasikandalam profilgender
Kabupaten/Kota

B06:
Pengumpulandata/informasi
yangterpilahyangakan
dipublikasikandalam profil
genderKabupaten/Kota

B06:
Scandata/informasiyangterpilah
yangtelahterkumpul

B09:
1.Ditetapkannya buku profil

gender kab/kota dengan
keputusan Kepala Daerah
sebagai acuan dalam
penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang
responsifgender

2.Tercetaknya Buku Profil
GenderKabupaten/Kota

B09:
7.Scan Keputusan Kepala Daerah

tengang buku profil gender
kab/kota dengan sebagaiacuan
dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang responsif
gender

8.SoftcopyBukuProfilGender
Kabupaten/Kota(lengkap)

9.Dokumentasibukuprofilgender
yangtelahtercetak(tampak
depan/cover)

B12:
DipubliksasikannyaProfil
genderKabupaten/Kotadalam
websiteresmipemerintah
daerah

B12:
ScanlinkProfilGender
Kabupaten/KotaTahunberkenaan
padawebsitepemerintahdaerah
disertaidenganprintscreenprofil
genderyangdipublikasikan

Penyusunan
Gender Analysis
Pathway(GAP)dan
Gender Budget

Pemerintah
KotaBukittinggi

1.DP3APPKB
2.Badan

Perencanaa
n Penelitian

Terwujudnya
kesetaraan gender
diberbagaibidang
pembangunan di

PublikasiGender
AnalysisPathway
(GAP) dan
Gender Budget

B03:
1.PelaksanaanPelatihanPPRG

bagi Anggota Focal Point
SKPD

B03:
1.Scan buktipelaksanaan Pelatihan

PPRG bagiAnggota FocalPoint
SK[PDKabupaten/KotaBaratantara
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Statement (GBS)
pada RKA/DPA
SKPD

dan
Pengemban
gan(B09)

3.Badan
Keuangan
(B12)

4.SKPD

daerah Statement(GBS)
pada RKA/ DPA
SKPD pada
website
pemerintah
daerah

2.PenyusunanGenderAnalysis
Pathway(GAP)dan Gender
Budget Statement (GBS)
pada rancangan RKA SKPD
Kabupaten/KotaTahun2021
pada kegiatan yang terkait
dengan:
a.mengatasi kesejangan

genderyangterjadi
b.penugasan prioritas

nasional/ global seperti
pencapaianSDG’s

c.peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
(servicedelivery)

d.Dalam rangkapencapaian
SPM

e.Mendukung Indikator
Kinerja Utama Daerah,
atau Indikator Kinerja
UtamaSKPD.

f.inovasiDaerah

lain :undangan,absensi,notulen
dandokumentasi

2.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021 pada kegiatan yang
mengatasi kesenjangan gender
yangterjadi

3.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021 pada kegiatan yang
merupakan penugasan prioritas
nasional/globalsepertipencapaian
SDGs

4.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021padakegiatanterkaitdengan
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat(servicedelivery)

5.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021 pada kegiatan untuk
mendukung langsung terkait
denganpencapaianSPM

6.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021 pada kegiatan yang
mendukungIndikatorKinerjaUtama
Daerah atau Indikator Kinerja
UtamaSKPD

7.ScandokumenGAPdanGBStahun
2021 pada kegiatan yang
merupakaninovasidaerah

B06:
1.PenelaahanGenderAnalysis

Pathway (GAP) oleh Tim
Penggerak/Driver PPRG
terhadap Rencana Kegiatan
OPDKabupaten/Kota

2.Publikasi Gender Analysis
Pathway(GAP)dan Gender
Budget Statement (GBS)
pada Rencana Kegiatan

B06:
1.Scan dokumen GAP yang telah

ditelaaholehTim Penggerak/Driver
PPRG Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat (ditandatangani
oleh masing-masing Tim
Penggerak/DriverPPRG)

2.Scan dokumen Gender Budget
Statement (yang ditandatangani
oleh Kepala SKPD pada Rencana
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SKPD Tahun 2021 pada
website resmi pemerintah
daerah

3.Tersedianya menu Tagging/
Penandaan Kegiatan yang
responsif gender pada e-
planning

KegiatanSKPDKabupaten/Kota
3.ScanlinkGenderAnalysisPathway

(GAP) dan Gender Budget
Statement (GBS) yang
dipublikasikan pada website
pemerintahdaerah

4.Print screen menu tangging
“kegiatan yang responsifgender”
padae-planning

B09:
1.Dilampirkannya GBS SKPD

yang telah ditelaah dalam
Renja OPD Kabupaten/Kota
yang ditetapkan dengan
KeputusanKepalaDaerah

2.Terinvetarisasinya Kegiatan
SKPD yang telah Responsif
Gender berdasarkan hasil
tangging pada e-planning
yang ditandatangani oleh
Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota

B09:
1.ScandokumenseluruhRenjaOPD

Tahun2021yangtelahditetapkan
oleh Keputusan Kepala Daerah
denganlampiranGBSSKPD

2.Scan RekapitulasiKegiatan SKPD
yang telah responsif gender
berdasarkanhasiltaggingpadae-
planning (yang terdiridariNama
Program,IndikatorKinerjaProgam,
Nama Kegiatan,OutputKegiatan,
JumlahPagu),yangditandatangani
oleh Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota

B12:
1.Tersedianya Surat Edaran

Kepala Daerah tentang
PedomanPenyusunan RKA
OPDyangmemuatsubstansi
AnggaranResponsifGender

2.Tersedianya menu
Tagging/PenandaanKegiatan
yangresponsifgenderpadae
-budgeting

3.Terinvetarisasinya Kegiatan
SKPD yang telah Responsif
Gender berdasarkan hasil
tangging pada e-budgeting

B12:
1.Scan Surat Edaran (SE) Kepala

Daerah tentang Pedoman
Penyusunan RKA OPD yang
memuat substansi Anggaran
ResponsifGender

2.Printscreen menu
Tagging/PenandaanKegiatanyang
responsifgenderpadae-budgeting

3.Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD
yang telah Responsif Gender
berdasarkanhasiltanggingpadae-
budgetingyangditandatanganioleh
Kepala Badan Keuangan Daerah
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yang ditandatangani oleh
Kepada Badan Keuangan
DaerahKabupaten/Kota

4.Penyusunan Laporan
Pelaksanaan PPRG oleh
KetuaPokjaPUG

Kabupaten/Kota
4.Scan Laporan Pelaksanaan PPRG

yang ditandatanangi oleh Ketua
PokjaPUG

OPTIMALISASIPEMANTAUANPELAKSANAANPUG

TerwujudnyakebijakanPengintegrasianGenderdalam Program Pembangunansesuaidengankondisidantantanganyangdihadapidantepatsasaran
Pemantauan
pelaksanaan PUG
di Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemerintah
KotaBukittinggi

DP3APPKB Tersedianya hasil
evaluasi
pelaksanaan PUG
diKabupaten/kota
sebagai bahan
perumusan
kebijakan

Tersusunnya
rekomendasi
kebijakankepada
Kepala Daerah
melalui Wakil
KepalaDaerah

B03:
1.Penyusunan intrumen

pemantauanPUG
2.Pemantauan dan Evaluasi

PUG oleh Pokja PUG
dengan melibatkan SKPD
triwulanI

B03:
1.Scan intrumen pemantauan PUG

yangakan dilakukan pada tahun
berkenaandapatberupaTOR,KAK
ataudaftarpertanyaan

2.Scan bukti pelaksanaan
PemantauandanEvaluasiPUGoleh
Pokja PUG dengan melibatkan
SKPD triwulan I dapat berupa
pelaksanaan rapat atau
pemantauankeSKPDDatadukung
berupa undangan,notulen/laporan
perjalanan dinas, absensi dan
dokumentasi(waktu pelaksanaan
padatriwulanI)

B06:
PemantauandanEvaluasiPUG
oleh Pokja PUG dengan
melibatkanSKPDtriwulanII

B06:
ScanbuktipelaksanaanPemantauan
dan EvaluasiPUG oleh Pokja PUG
dengan melibatkan SKPD triwulan II
dapatberupapelaksanaanrapatatau
pemantauan ke SKPD Data dukung
berupa undangan, notulen/laporan
perjalanan dinas, absensi dan
dokumentasi (waktu pelaksanaan
padatriwulanII)

B09:
PemantauandanEvaluasiPUG
oleh Pokja PUG dengan
melibatkanSKPDtriwulanIII

B09:
ScanbuktipelaksanaanPemantauan
dan EvaluasiPUG oleh Pokja PUG
dengan melibatkan SKPD triwulan I
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dapatberupapelaksanaanrapatatau
pemantauan ke SKPD Data dukung
berupa undangan, notulen/laporan
perjalanan dinas, absensi dan
dokumentasi (waktu pelaksanaan
padatriwulanIII)

B12:
1.Pemantauan dan Evaluasi

PUG oleh Pokja PUG
dengan melibatkan
Kabupaten/KotatriwulanIV

2.Terususunnyarekomendasi
kebijakan kepada Kepala
Daerah melalui Wakil
KepalaDaerah

B12:
1.Scan bukti pelaksanaan

PemantauandanEvaluasiPUGoleh
Pokja PUG dengan melibatkan
SKPD triwulan I dapat berupa
pelaksanaan rapat atau
pemantauankeOPD.Datadukung
berupa undangan,notulen/laporan
perjalanan dinas, absensi dan
dokumentasi(waktu pelaksanaan
padatriwulanI)

2.Scanlaporanyangditujukankepada
KepalaDaerahmelaluiWakilKepala
Daerah yang berisikan laporan
rekomendasi kebijakan terkait
dengan pelaksanaan PUG di
Kabupaten/Kota

Pengawasan
terhadap
Perencanaan dan
Penganggaran
yang Responsif
Gender di
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemerintah
KotaBukittinggi

Inspektorat Tersedianya hasil
review terhadap
Perencanaan dan
Penganggaran
yang Responsif
Gender di
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Tersusunnya
laporan hasil
review
inspektorat
terhadapPPRGdi
Pemerintah
Provinsi
Kabupaten/Kota

B03:
1.Penyusunankegiatanreview

PPRGtahun2021dalam
Program KerjaPengawasan
Tahunan(PKPT)tahun2020.

2.Pemeriksaanimplementasi
GAPGBStahunsebelumnya
(TahunAnggaran2019)
PeriodeJanuari–Maret
2020

B03:
1.Scan Program Kerja Pengawasan

Tahunan(PKPT)Tahun2020.
2.Scan hasil pemeriksaan

implementasi GAP GBS tahun
sebelumnya (Tahun Anggaran
2019)periodeJanuari–Maret2020

B06:
1. Pelatihan/Bimtekuntuk

APIP tentang Pengawasan
PPRG sesuai dengan

B06:
9.Scan bukti pelaksanaan

Pelatihan/BimtekPPRG bagiAPIP
antara lain :undangan,absensi,
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PeraturanMenteriPPdanPA
Nomor4tahun2014tentang
Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Perencanaan
dan Penganggaran yang
Responsif Gender untuk
PemerintahDaerah.

2. Pemeriksaan
implementasiGAPGBStahun
sebelumnya (Tahun
Anggaran2019)PeriodeApril
–Juni2020

notulendandokumentasi.
10. Scan hasil pemeriksaan

implementasi GAP GBS tahun
sebelumnya (Tahun Anggaran
2019)periodeApril–Juni2020

B09:
1.PembentukanTim Review

PPRG
2.Review PPRG pada SKPD

Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran2021

3.Pemeriksaan implementasi
GAP GBStahunsebelumnya
(Tahun Anggaran 2019)
Periode Juli – September
2020

B09:
1.Scan Surat Perintah Tugas

Inspekturterkaitdenganpenetapan
Tim ReviewPPRGKabupaten/Kota

2.ScanhasilReviewPPRGpadaSKPD
Kabupaten/Kota

3.Scan hasil pemeriksaan
implementasi GAP GBS tahun
sebelumnya (Tahun Anggaran
2019)periode Juli– September
2020

B12:
Pemeriksaanimplementasi
GAPGBStahunsebelumnya
(TahunAnggaran2019)Periode
Oktober–Dewember2020

B12:
Scanhasilpemeriksaanimplementasi
GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun
Anggaran 2019)periode Oktober–
Desember2020




